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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut UU RI Nomor 31 Tahun 2002, Partai Politik didefinisikan sebagai 

organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia 

secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan 

kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. 

Sebagai lembaga pemerintah yang sah, partai politik seharusnya mengikuti 

peraturan undang-undang yang berlaku. Hal ini merupakan kewajiban bagi partai 

politik karena partai politik merupakan jembatan aspirasi antara masyarakat dan 

pemerintah. Setiap partai politik memiliki ideologi dan pilar yang dipegang sebagai 

pedoman dan pengendali dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi setiap 

programnya. Partai politik memiliki banyak peran, mulai dari perantara masyarakat 

dan pemerintah, sebagai sarana partipasi politik, pengatur konflik, hingga kontrol 

atas kebijakan-kebijakan. Diharapkan dengan peran yang diberikan, maka partai 

politik dapat menjadi lembaga yang berpengaruh besar terhadap pencapaian 

keseimbangan dalam menjalankan segala kegiatan politik dalam berbangsa dan 

bernegara.  

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia menggelar 

pemilihan umum atau biasa disingkat pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil 

Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah 

yang mampu mencerminkan dan mewakili rakyat dalam menentukan arah masa 

depan negara untuk mengambil sejumlah keputusan dan kebijakan yang diambil 

1 
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berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pancasila sebagai ideologi negara. Calon yang 

terpilih diharapkan dapat mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk 

perkembangan negara berdasarkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Dalam 

kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem 

perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. 

Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan 

daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar 

demokrasi (ditjenpp.kemenkumham..go.id). Dalam pemilu masyarakat dapat 

terlibat dalam proses politik secara langsung. Sayangnya sebagai kelompok pejuang 

bangsa, partai politik masih belum mendapatkan dukungan dan kepercayaan 

masyarakat. Berdasarkan hasil survei oleh lembaga Charta Politika tahun 2018, 

tentang tingkat kepercayaan publik terhadap sejumlah lembaga (Institusi Presiden, 

DPR, DPD, Porli, Mahkamah Agung (MA), partai politik, dan TNI) menunjukan 

institusi negara yang mendapatkan tingkat kepercayaan terendah dalam survei 

tersebut adalah partai politik. Partai politik hanya mendapatkan kepercayaan sebesar 

32,5% dari masyarakat. (www.cnnindonesia.com.). Hal tersebut sangat 

disayangkan, karena partai politik adalah calon-calon terpilih untuk maju ke bangku 

DPR, DPD dan badan pemerintah lainnya sebagai perwakilan masyarakat. 

Mirisnya, dikutip dari news.detik.com, ketua  KPK menyebutkan bahwa koruptor 

paling banyak berasal dari kalangan DPR, padahal DPR terdiri dari perwakilan partai 

politik. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya akuntabilitas partai politik akan 

berdampak pada budaya individu anggota dan menumbuhkan bibit-bibit koruptor di 

bangku jabatan perwakilan rakyat ini. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian 

oleh Junaidi,dkk (2011) dalam Anomali Keuangan Partai Politik, Pengaturan dan 
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Praktek dimana hasil penelitian menyatakan bahwa Partai Politik belum 

menerapkan peraturan dengan baik. Dalam arti partai politik harus melakukan 

pengelolaan keuangan partai politik secara terbuka, dengan cara menunjukkan daftar 

penyumbang dan membuat laporan tahunan secara rutin. 

Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas 

kinerja dan kepada masyarakat (Schiavo-Campo dan Tomasi, 1999). Selain itu 

menurut Mardiasmo (2006:3) dalam Akuntabilitias juga dapat diartikan sebagai 

bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik. Dalam konteks penelitian ini, maka pengertian 

akuntabilitas publik adalah sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada 

pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas juga berlaku bagi keuangan 

partai politik. Partai politik seharusnya memberikan pertanggungjawaban 

penggunaan dana, terutama dana kampanye yang merupakan program terbesar 

partai politik. Hal tersebut merupakan cerminan dari bentuk akuntabilitas partai 

politik terhadap masyarakat. Berdasarkan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum 

Pasal 329 ayat (5) menyatakan bahwa dana kampanye pemilu dicatat dalam 

pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang 

terpisah dari pembukuan keuangan partai politik. Pada UU 7/2017 pasal 17, juga 

menyatakan bahwa salah satu wewenang KPU adalah menetapkan kantor akuntan 
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publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan 

sumbangan dana Kampanye Pemilu. Auditor yang ditunjuk menggunakan SK 247 

Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota 

dan wakil wali kota. Laporan dana kampanye yang telah di audit merupakan 

instrumen bentuk pertanggungjawaban partai politik kepada masyarakat atas 

terselenggaranya dan keikutsertaannya partai politik terhadap pesta demokrasi ini. 

Tetapi dikutip dari nasional.kompas.com berdasarkan hasil audit menunjukkan 

bahwa hasil audit laporan dana kampanye tahun 2019 tingkat pusat menyampaikan 

bahwa terdapat 9 parpol yang tidak patuh, yaitu tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan serta asersi yang telah ditandatangani 

oleh perwakilan partai politik. Hal inilah yang merupakan tanda-tanda awal dari 

terbentuknya calon-calon koruptor. Pelaporan dana kampanye seharusnya 

menunjukkan kualitas keuangan partai politik dan pasangan calon. Dengan adanya 

pelaporan tersebut seharusnya masyarakat dapat melihat tingkat kejujuran dan 

kepatuhan yang dimiliki oleh calon pasangan, serta dapat menjadi faktor pengaruh 

tingkat kepercayaan masyarakat dalam memilih calon pasangan yang akan dipilih 

dalam pemilu. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 329 

ayat (2) berbunyi bahwa dana kampanye pemilu bersumber dari: 1) Partai Politik, 2) 

calon anggota DPR, DPRD provinsi dan/DPRD kabupaten/kota dari partai politik 

yang bersangkutan; dan 3) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.  Hal 

tersebut akan berdampak pada kurangnya tingkat kepatuhan dari pelaporan dana 

kampanye karena kurangnya rasa tanggungjawab partai politik yang tidak 

mendapatkan penggunaan dana dari pemerintah dan masyarakat, karena 
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berdasarkan undang-undang tersebut maka dana kampanye tidak menerima dana 

dari pemerintah, baik dari APBN dan APBD secara langsung. Pemerintah hanya 

memberikan subsidi yang jumlahnya terbatas secara sekaligus kepada partai politik 

yang memiliki kursi di DPR, di mana dana tersebut digunakan partai politik untuk 

berbagai kegiatan partai politik termasuk pemilu. Dengan demikian kekurangan 

pendanaan dana kampanye menjadi tanggungjawab partai politik sepenuhnya. 

Belum lagi dengan adanya pasal 331 UU Pemilu yang menjelaskan bahwa adanya 

pembatasan penerimaan dana dari pihak lain perseorangan  tidak melebihi 

Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan pihak lain kelompok, 

perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah tidak melebihi 

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Hal tersebut akan memberikan 

tekanan lebih kepada pendanaan pribadi dari calon pasangan pemilu dan partai 

politiknya. Dengan berbagai peraturan tersebut serta tingkat pengeluaran dana 

kampanye yang tinggi maka tidak menutup kemungkinan akan adanya dana ilegal 

yang diterima. Hal tersebut akan menyebabkan keterikatan partai politik dengan 

beberapa kepentingan golongan elit yang merupakan donatur dana kampanye 

mereka dalam pemilu. Maka berdasarkan hal tersebut, akan memunculkan 

kemungkinan bahwa calon terpilih akan berusaha menerima pengembalian modal 

yang dikeluarkan selama masa kampanye dari hasil uang korupsi ketika nantinya 

menjabat dua kursi perwakilan rakyat.  Hal ini ditunjukkan dari penelitian oleh 

Buehler, M (2009) yang menunjukkan bahwa partai politik yang dikuasai pemodal 

sebagai instrumen mendapatkan pendanaan akan berimplikasi terhadap identitas 

partai politik serta akan merugikan rakyat. Ditambah lagi dengan pertimbangan dari 

dana pemilu yang dianggarkan untuk persiapan pemilu tahun 2019 sebesar Rp25,59 
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triliun (kemenkeu.go.id). Nilai tersebut merupakan penggunaan uang rakyat yang 

besar. Jika dibandingkan dengan besarnya anggaran pemilu termahal di dunia, maka 

Indonesia menempati urutan ke 3 negara termahal dalam pembiayaan pemilu tahun 

2019 di dunia (www.moneysmart.id). Diharapkan dengan besarnya anggaran 

tersebut, KPU dan Banwaslu dapat menciptakan pemilu yang baik, transparansi dan 

akuntabilitas terhadap pengelolaan dana tersebut. Hal ini sepatutnya menjadi 

pertimbangan juga bagi calon peserta pemilu, bawasanya walaupun tidak 

mendapatkan dana kampanye secara langsung dari rakyat, tetapi fasilitas pemilu 

tetap menggunakan uang rakyat. Dengan berbagai aspek yang disebutkan di atas 

maka pada tahun 2015 terdapat wacana oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 

untuk memberikan subsidi sebesar 1 Triliun untuk parpol (beritasatu.tv). Hal tersebut 

bertujuan untuk mewujudkan transparansi dana kampanye. Sayangnya hal tersebut 

belum dapat tercapai karena masih minimnya rasa percaya masyarakat terhadap 

parpol serta partai sendiri belum memperjelas dan meningkatkan transparansinya 

dalam pengelolaan keuangannya. Kemudian dengan adanya perubahan sistem 

proporsional terbuka jelas mengubah wajah kompetisi elektoral dari partai kemudian 

digeser ke individu. Hal ini berdampak pada besarnya dana yang dikeluarkan oleh 

calon pasangan yang maju dalam pemilu, bukan partai yang bersangkutan. Sehingga 

harus dipertimbangkan kembali apa saja dana yang sebenarnya dikeluarkan oleh 

partai politik. Menurut Kadek Dwita Apriani (2015:82) dalam buku Akuntabilitas 

Partai Politik mengungkapkan bahwa  : 

Dampak representasi politik harus dipertimbangkan dalam rezim subsidi 

partai. Alokasi subsidi kepada partai terbukti memberikan insentif untuk 

membuat partai dan partai-partai kecil akan tetap bertahan hidup sehingga 

menyulitkan kehendak untuk menyederhanakan sistem kepartaian di 

Indonesia. Partai-partai kecil yang paling mendapat keuntungan besar dari 

subsidi negara untuk partai. Akibatnya, governability atau efektivitas 
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pemerintahan makin sulit terjadi apalagi di saat fragmentasi politik kita 

menjadi-jadi. Pemerintah akan terbelah makin menjadi keniscayaan jika aktor 

yang berlaga dalam pemilu makin bertambah pemainnya. 

 

Selain dari kajian diatas, KPK dalam Dokumen Sistem Integrasi Parpol juga 

menyinggung permasalahan pendanaan anggaran negara terhadap parpol 

ditingkatkan (Haris, dkk, 2017) Dengan berbagai pertimbangan yang ada maka baru 

pada tahun 2018 peraturan baru mengenai kenaikan subsidi parpol telah diterbitkan. 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Dana 

Kepada Partai Politik, maka jika sebelumnya dana bantuan keuangan kepada parpol 

tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR Rp108, kini menjadi Rp1.000 per 

suara sah. Kemudian untuk tingkat DPRD dan pemerintah kota/kabupaten menjadi 

Rp 1.500 per suara sah.  

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka untuk menjaga dan mengawasi 

pengelolaan yang benar terhadap subsidi dana pemerintah diharapkan selain 

pengawasan dari aparat pemerintah, masyarakat juga dapat menekankan pentingnya 

akuntabilitas dan transparasi partai. Masyarakat diharapkan selain melihat 

popularitas dan program yang ditawarkan calon pasangan juga dapat 

mempertimbangkan akuntabilitas partai politik dalam menentukan pilihannya. 

Sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut, partai politik menjadi lebih terbuka 

untuk membenahi diri dalam memperbaiki pelaporan keuangnya dengan tujuan 

untuk mendapatkan tingkat suara yang lebih tinggi di mata masyarakat. Sayangnya 

pernyataan tersebut masih belum mendapatkan dukungan dari beberapa penelitian 

seperti penelitian oleh Kusumasari (2018) dalam  The Disclosure of audit Fund 

Campaign Accounting in Indonesia yang menggunakan laporan audit dana 
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kampanye 2014. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa masih terdapat 

asimetri informasi antara partai politik dan masyarakat. Sehingga masyarakat kurang 

dapat mengawasi partai politik. Selain itu, penelitian oleh Wibowo (2018) juga 

menyatakan bahwa masih belum terdapat hubungan antara akuntabilitas partai 

politik dengan elektabiltias partai politik di tingkat pemilu Daerah Istimewah 

Yogyakarta 2014. Sejauh ini belum terdapat penelitian yang berhasil menunjukan 

hubungan antara kepatuhan laporan dana kampanye partai politik partai politik 

dengan elektabilitas partai politik.  Sehingga peneliti mencoba kembali untuk 

meneliti kembali hubungan antara kepatuhan laporan dana kampanye partai politik 

dan elektabilitas partai politik dengan menggunakan sampel pemilu terbaru yaitu, 

pemilu 2019 dalam skala nasional.  

1.2 Perumusan masalah  

Apakah terdapat hubungan kepatuhan laporan dana kampanye partai politik dengan 

elektabilitas partai politik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kepatuhan laporan dana kampanye 

partai politik dengan elektabilitas partai politik. 

1.4 Kontribusi Penelitian 

Kontribusi penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pelaporan dana 

kampanye dan memberikan bahan pertimbangan kepada pemerintah untuk 

menentukan apakah partai politik sebenarnya telah siap untuk menerima dana 

subsidi untuk partai politik, serta menekankan kembali manfaat hasil laporan dana 

kampanye kepada masyarakat untuk menentukan calon pasangan yang akan dipilih 

dalam pemilu.  
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1.5 Batasan Penelitian 

Sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu data dari publikasi 

hasil audit laporan dana kampanye 2019 di masing-masing   website KPU di 34 

Provinsi Indonesia. Sehingga jika terdapat kekurangan data pada laporan yang 

dipublikasi, maka sampel tersebut di eliminasi. Data yang diambil adalah data hasil 

kepatuhan partai politik yang telah di audit oleh KAP independen yang ditunjuk oleh 

KPU. Hasil kepatuhan tersebut didasari dari asersi yang telah ditanda tangani oleh 

partai politik dalam penyusunan laporan dana kampanye dan prosedur yang telah 

disepakati bersama pada tahun 2019.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan 

yang dapat diambil dari penelitian “Analisis Hubungan Kepatuhan Laporan Dana 

Kampanye Partai Politik Dengan Elektabilitas Partai Politik Di Indonesia (Studi 

Empiris: Pemilu Tahun 2019)” adalah bahwa Kepatuhan Laporan Dana Kampanye 

Partai Politik memiliki hubungan dengan Elektabilitas Partai Politik. Hal tersebut 

menunjukan bahwa masyarakat Indonesia secara garis besar telah mempertimbangkan 

akuntabilitas partai politik dalam menentukan pilihannya walaupun tingkat hubungan 

masih sangat lemah yaitu  nilai korelasi sebesar 0,186. Terdapat kemungkinan bahwa 

hubungan Kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Politik dengan elektabilitas 

partai politik masih lebih rendah jika dibandingkan dengan faktor-faktor pertimbangan 

lainnya, seperti popularitas, tokoh nasional dari setiap partai dan visi misi partai serta 

faktor-faktor lainnya. Diharapkan kedepannya perlu adanya peningkatan transparasi 

dan akuntabilitas dari partai politik serta perhatian masyarakat terhadap faktor 

kepatuhan laporan dana kampanye partai politik dalam menilai calon pasangan pemilu 

sehingga calon terpilih memiliki kualitas dan integritas yang tinggi yang telah dibekali 

sejak menjadi anggota partai.  

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan data, data menunjukkan bahwa dari 34 

Provinsi, hanya terdapat 18 Provinsi yang Laporan Audit Dana Kampanye Parpol di 

provinsi tersebut yang dapat di akses masyarakat melalui website resmi KPU Provinsi. 

Kemudian  dari 16 Partai di 18 provinsi yaitu 238 Laporan Asurans Independen (LAI) 

memenuhi kriteria penelitian, jumlah LAI dengan tingkat kepatuhan 22 asersi hanya 

50 
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sebesar 105 LAI (44%), sedangkan 133 LAI (56%) memiliki tingkat kepatuhan 

dibawah dari 22 asersi (dengan rincihan yang mematuhi 21 Asersi sebanyak 47 LAI, 

17-20 Asersi sebanyak 76 LAI, 13-16 Asersi sebanyak 9 LAI, 9-12 dan 5-8 sebanyak 

0 LAI serta 1-4 Asersi sebanyak 1 LAI) yang harus dipatuhi oleh partai politik dalam 

mengelola dana kampanye. Hal ini menujukkan masih banyak partai politik yang tidak 

transparan dalam pengelolaan dana kampanye. Berdasarkan fakta tersebut maka masih 

terdapat batasan-batasan akses masyarakat di beberapa daerah untuk mengetahui 

tingkat kepatuhan partai politik karena tidak semua kpu provinsi mengunggah laporan 

tersebut. Selain itu, dengan tingkat kepatuhan yang rendah, maka masyarakat menjadi 

kurang percaya dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan 

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan 

Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilaporkan oleh partai politik. Disisi 

lain, berdasarkan hasil olah data peneliti (terinci di lampiran no 3) di dapat bahwa asersi 

no 16 yang berbunyi “Kami membukukan dan menampung seluruh sumbangan 

dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan 

untuk kegiatan Kampanye” merupakan asersi yang paling banyak dilanggar oleh 

partai politik. Dengan pelanggaran tersebut, maka terdapat kemungkinan bahwa 

adanya dana gelap/rahasia yang diterima oleh partai politik dalam mendukung 

kampanyenya. Hal ini dapat menjadi fokus bagi banwaslu selaku badan pengawas 

pemilu untuk mempertegas aturan yang telah dibuat. Dengan demikian berdasarkan 

penjelasan di atas dapat menjadi alasan utama mengapa faktor kepatuhan laporan dana 

kampanye partai politik partai politik belum menjadi faktor kuat bagi pemilih dalam 

menilai calon pemilu dan partai politik pendukungnya.  
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5.2 Keterbatasan dan Saran 

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa 

keterbatasan sebagai berikut: 

1. Tidak mempertimbangkan bobot pelanggaran dari tiap asersi, karena belum adanya 

standar baku yang mengatur dan menetapkan bobot setiap pelanggaran asersi. 

2. Belum membahas lebih lanjut mengenai reward dan punishment yang diperoleh 

oleh partai politik atas masing-masing asersi yang dipatuhi. 

3. Hanya bisa mengambil sampel laporan asurans independen di 18 provinsi dari total 

34 provinsi di Indonesia karena keterbatasan akses. 

4. Hanya dapat menguji hubungan antara kepatuhan laporan dana kampanye partai 

politik dan elektabilitas partai politik, belum sampai kepada uji regresi. 

5. Tidak mempertimbangkan sistem pengendalian internal partai politik peserta 

pemilu. 

Melalui penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil 

penelitian ini diantara lain adalah 

1. Bagi pembaca dan masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang kondisi kepatuhan laporan dana kampanye partai politik di 

Indonesia dan menyadari akan penting nya menjadikan faktor ini sebagai nilai dari 

kualitas partai politik calon pemilu.  

2. Bagi pemerintah, hasil penelitian diharapkan menjadi cerminan bagi kinerja Komisi 

Pemilihan Umum dan Banwaslu untuk meningkatkan dan memperbaiki serta 

mempertegas aturan mengenai aturan pengelolaan dana pemilu. 

3. Bagi partai politik, hasil penelitian diharapkan mengingatkan kembali pentingnya 

menegakkan kembali transparansi dan kepatuhan laporan dana kampanye partai 
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politik. Karena hal tersebut sudah seharusnya menjadi tanggungjawab partai politik 

sebagai pemegang amanat masyarakat dan pengguna APBN/APBD. Dengan 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas , maka hal tersebut dapat menjadi 

keunggulan partai politik untuk meraih kepercayaan dari masyarakat terutama untuk 

meningkatkan elektabilitas partai dalam pemilu.
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